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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 800/1062/BKS/SET-B

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
(WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KAPUAS HULU

a. bahwa dalam rangka pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah

1.

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),
maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);



. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses

Bisnis Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 8);

12.Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU.

Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan

ini.

Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) antara lain:

a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas dimaksud;



Keempat

Kelima

c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) kepada Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

Desain Deklarasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilakukan
secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak dapat

terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

apuas Hulu,

NIP. 19700505 199110 1 001



LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 800/1062/BKS/SET-B

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
HULU

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NO JABATAN JABATAN DALAM TIM
1 2 3
1. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Pengarah
Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
2. | Sekretaris Penanggung Jawab
3. | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketua
Aparatur
4. | Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Wakil Ketua
5. | Kepala Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Sekretaris
6. | Kasubbag Program dan Keuangan Anggota
7. | Kasubbag Umum dan Aparatur Anggota
8. | Staf Bidang Pengadaan dan Mutasi Anggota
9. | Staf Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota
Aparatur
10. | Staf Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Anggota
11. | Staf Subbag Program dan Keuangan Anggota
12. | Staf Subbag Umum dan Aparatur Anggota
Pl la an Kepegawaian dan
P a ber Daya Manusia

Kabupat apuas Hulu,
(( BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

SU , S.Pd., M.M.
U A PEHI a Tingkat |
NIP. 19700505 199110 1 001
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LAMPIRAN Il

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 800/1062/BKS/SET-B

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS

HULU

DESAIN DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

KOMITMEN

Pejabat dan jajaran mempunyai Komitmen yang tinggi
untuk mewujudkan WBK / WBBM melalui Reformasi
Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan pelayanan publik

BEBAS KORUPSI
Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
- Bebas dari KKN

- Bebas dari Gratifikasi

- Bebas dari Pungutan Liar (PUNGLI)

PELAYANAN PRIMA

| Terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan

@bkpsdmkapuashulu L @bkpsdmkab.kapuashulu ’ @BkpsdmKH
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Kabupatén Kapuas Hulu,
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DAN PENGEMBANGAN
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